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ABSTRAK 

Nama  : Ray Andre Lambok Petrus Lumbanraja 

NIM  : 02011281520410 

Judul Skripsi :  Analisis Hukum Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet 

Ontvankelijk Verklaard) Dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel) 

Putusan Niet Onvankelijk Verklaard adalah putusan yang menyatakan gugatan 

penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil. Dalam putusan Pengadilan 

Negeri Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel), hakim memberikan pertimbangan bahwa 

gugatan Penggugat terdapat cacat formil berupa error in persona, yang seharusnya 

menarik pihak lain sebagai Tergugat. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

mengambil judul skripsi Analisis Hukum Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima 

(Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel). Tipe penelitian ini 

adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan yaitu 

dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan 

pendekatan analitis. Hasil yang didapat dari penelitian dalam skripsi ini yaitu hakim 

menerima eksepsi yang diberikan Tergugat dan menghasilkan putusan gugatan tidak 

dapat diterima. Akibat hukum yang timbul adalah objek sengketa dan para pihak 

dalam sengketa kembali ke dalam keadaan semula. Upaya hukum yang dapat 

dilakukan Penggugat yaitu mengajukan gugatan baru maupun mengajukan banding. 

Kata Kunci : Gugatan Tidak Dapat Diterima, Perbuatan Melanggar Hukum, 

Perkara Perdata 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk selalu hidup 

berkelompok maupun bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat menuntut 

manusia untuk saling berinteraksi atau melakukan hubungan-hubungan antara satu 

sama lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu 

memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain. 

Sehingga, memerlukan suatu aturan yang menjadi aturan main dalam menjalani 

aktivitas kehidupan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Aturan yang 

mengikat masyarakat dalam hal ini disebut sebagai hukum yang lahir dalam suatu 

negara dan mengikat warga negara serta setiap orang yang berada di dalam 

wilayah teritorial negara tersebut. Hukum kemudian dijalankan oleh organ-organ 

negara yang memiliki wewenang berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-

undangan.1 

Interaksi dalam hubungan bermasyarakat, sangat mungkin terjadi pergesekan 

yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Pergesekan tersebut 

biasanya berujung sengketa karena merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain. 

Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme hukum untuk memulihkan hubungan 

tersebut dengan menggunakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk 

                                                           
1 Bambang Sugeng dan Sujayadi, Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi 

Perkara Perdata, Kencana, Surabaya, 2009, hlm. 1 



2 
 

 

menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap 

subjek hukum. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim 

sendiri (eigenrichting).2 

Apabila ada salah satu pihak merasa haknya dilanggar atau dirugikan, maka 

pihak tersebut dapat melakukan gugatan atau tuntutan hak secara hukum melalui 

lembaga peradilan. Tuntutan hak tersebut adalah tindakan yang bertujuan 

memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan.3 Tujuan suatu 

proses di muka pengadilan adalah memperoleh putusan hakim yang tidak dapat 

diubah lagi.4 Dan melalui hasil putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun 

hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan.  

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana 

caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. 

Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang 

menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. 

Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur 

bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan 

pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah 

                                                           
2 Ibid., hlm. 3 
3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi, Cahaya Atma 

Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 54 
4 R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Binacipta, Bandung, 1989, hlm. 124 
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tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh 

pengadilan untuk mencegah “eigenrichting” atau tindakan menghakimi sendiri.5  

Bagi para pihak yang merasa hak-hak keperdataannya dirugikan dapat 

mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sesuai 

koridor hukum yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pihak-

pihak yang merugikannya. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan 

sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hal tersebut merupakan penegakan 

terhadap asas hakim bersifat menunggu dalam hukum acara perdata (iudex ne 

procedat ex officio). Sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Ayat 1 HIR yang 

menentukan bahwa : 

“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup 

wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan 

(surat gugatan) yang ditandatangan oleh penggugat, atau oleh wakilnya 

menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si 

tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua 

pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenamya.” 

Sebagaimana juga diatur dalam Ketentuan Pasal 142 Ayat 1 RBg yang 

menentukan bahwa : 

“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi 

wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh 

seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut 

dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani 

olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua 

pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal 

tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat 

tinggalnya yang sebenarnya.” 

                                                           
5 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm. 2 
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Peraturan Hukum Acara Perdata mengatur mengenai bagaimana cara pihak 

yang dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan, bagaimana cara pihak yang 

digugat mempertahankan diri, bagaimana pengadilan bertindak terhadap pihak-

pihak yang berperkara, bagaimana pengadilan memeriksa dan memutus perkara 

sehingga dapat diselesaikan secara adil, dan bagaimana cara melaksanakan 

putusan pengadilan. Dengan demikian, hak dan kewajiban sebagaimana diatur 

dalam hukum perdata diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya. Hukum acara 

perdata dapat juga disebut hukum acara formal (formal civil law) karena mengatur 

tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan yang secara formal diakui 

secara sah menurut undang-undang. Hukum acara perdata mempertahankan 

berlakunya hukum perdata agar hak dan kewajiban pihak-pihak diperoleh dan 

dipenuhi sebagaimana mestinya.6 Hukum acara perdata itu sebagai rangkaian 

peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap 

dan di muka pengadilan serta cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu 

sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.7  

Berdasarkan Hukum Acara Perdata, orang dapat memulihkan kembali haknya 

yang telah dirugikan itu lewat hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari 

tindakan main hakim sendiri. Melalui hakim, orang mendapat kepastian akan 

haknya yang harus dihormati oleh setiap orang, misalnya hak sebagai ahli waris, 

                                                           
6 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2012, hlm. 10-11 
7 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 

1975, hlm. 13 
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hak sebagai pemilik barang, dan lain-lain. Dengan demikian, diharapkan selalu ada 

ketenteraman dan suasana damai dalam hidup bermasyarakat. 

Proses penyelesaian perkara melalui pengadilan dalam hukum acara perdata 

dilakukan melalui suatu gugatan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang 

“merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang 

“dirasa” melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela 

melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan 

berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim.8 

Pengajuan tuntutan hak melalui gugatan biasa merupakan suatu pengajuan 

tuntutan hak oleh subjek hukum yang satu kepada subjek hukum lainnya atas suatu 

sengketa keperdataan, baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan 

hukum, dimana pada diri pihak yang mengajukan tuntutan hak (gugatan) 

mengalami kerugian langsung maupun kerugian meteriil sebagai akibatnya.9 

Pasal 118 HIR/142 RBg hanya mengatur bagaimana suatu gugatan harus 

diajukan, sehingga tidak ada ketentuan yang mengatur perihal syarat-syarat dan isi 

gugatan, cara-caranya serta bentuknya atau bagaimana suatu gugatan harus dibuat, 

serta memuat begitu atau begini.10 Unsur dalam gugatan haruslah memenuhi syarat 

                                                           
8 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori 

dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 10 
9 Rahadi Wasi Bintoro, Tuntutan Hak dalam Persidangan Perkara Perdata, Jurnal Dinamika 

Hukum Vol. 10 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2010, hlm. 150 
10 R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Mandar Maju, Bandung, 2005, 

hlm. 9 
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formil maupun materiil didalamnya. Dalam ketentuan Pasal 8 Sub. 3 BRv yang 

mengaharuskan gugatan itu berisi :11 

1.  Identitas Para Pihak 

Identitas para pihak adalah ciri-ciri Penggugat dan Tergugat, yaitu nama, 

pekerjaan, umur, tempat tinggal dan kadang-kadang juga dicantumkan 

kawin atau belum, agama, serta kewarganegaraan, sehingga jelas siapa 

Penggugat dan siapa yang dimaksud dengan Tergugat. 

2. Fundamentum Petendi (Posita) 

Fundamentum Petendi (Posita) adalah dalil-dalil kongkrit tentang adanya 

hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada 

tuntutan. Fundamentum Petendi atau dasar gugatan ini, terdiri dari dua 

bagian : 

a. Bagian yang menguraikan tentang fakta 

Bagian yang menguraikan tentang fakta adalah bagian yang 

menguraikan tentang peristiwa atau kejadian-kejadiannya. Ini 

merupakan penjelasan duduknya perkara. 

 

b. Bagian yang menguraikan tentang hukumnya 

Bagian yang menguraikan tentang hukum adalah uraian tentang 

adanya hak/hubungan hukum yang menjadi dasar juridis 

                                                           
11Ahmaturrahman, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya, Inderalaya, 2012, hlm. 44-45 
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daripada gugatan. Bagian ini tidaklah mengaharuskan 

menyebutkan pasal-pasal peraturan yang dijadikan dasar 

gugatan, tetapi cukup gambaran tentang fakta (kejadian 

materiil) yang akan dibuktikan di persidangan. 

3. Petitum (Gugatan) 

Petitum (Gugatan) adalah apa yang oleh Penggugat diminta atau 

diharapakan agar diputuskan oleh hakim. Petitum itu akan mendapat 

jawabannya dalam dictum atau amar putusan hakim. Maka oleh karena itu 

Penggugat harus merumusakan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan 

yang tidak jelas atau tidak semupurna dapat berakibat tidak diterimanya 

tuntutan tesebut. 

Sedangkan syarat formil suatu gugatan haruslah memuat hal-hal seperti :12 

1. Tempat dan Tanggal Pembuatan Surat Gugatan 

Dalam surat gugatan biasanya disebutkan secara tegas tempat 

dimana gugatan itu dibuat. Misalnya apakah gugatan dibuat di tempat 

domisili penggugat atau di tempat kuasanya. Selanjutnya disebutkan 

tanggal, bulan dan tahun pembuatan gugatan itu. Tanggal yang termuat 

pada kanan atas surat gugatan itu hendaklah sama dengan tanggal yang 

dimuat pada materai surat gugatan. Apabila terdapat perbedaan tanggal, 

maka tanggal pada materai yang dianggap benar. 

                                                           
12 http://www.suduthukum.com/2016/04/syarat-formil-sebuah-gugatan.html, Admin Sudut 

Hukum, Syarat Formil Suatu Gugatan, 2016, diakses pada tanggal 5 Februari 2019, pukul 19.15 WIB 

http://www.suduthukum.com/search/label/gugatan
http://www.suduthukum.com/search/label/gugatan
http://www.suduthukum.com/search/label/gugatan
http://www.suduthukum.com/search/label/gugatan
http://www.suduthukum.com/search/label/gugatan
http://www.suduthukum.com/2016/04/syarat-formil-sebuah-gugatan.html


8 
 

 

2. Materai  

Dalam prakteknya, surat gugatan wajib diberi materai secukupnya. Suatu 

surat gugatan yang tidak dideri materai bukan berarti batal, tetapi akan 

dikembalikan untuk diberi materai. Pada materai itu kemudian diberi 

tanggal, bulan dan tahun pembuatan atau didaftarkannya gugatanitu di 

Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri. 

3. Tanda Tangan 

Tanda tangan (handtekening) dalam Surat Gugatan merupakan syarat 

formil sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 118 Ayat 1 HIR, bahwa bentuk 

surat permohonan ditandatangani penggugat atau kuasanya. Penggugat 

yang tidak dapat menulis, dapat membubuhkan Cap Jempol berupa ibu jari 

tangan  di atas surat gugatan sebagai pengganti tanda tangan. 

Surat Gugatan yang dibubuhkan Cap Jempol selanjutnya dilegalisir di 

pejabat yang berwenang,  misalnya camat, notaris, panitera, namun bukan 

hal yang “Imperatif” mengakibatkan (rechts gevolg) gugatan menjadi 

cacat hukum secara formil, sebagaimana tertuang dalam Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 769.K/Sip/1975 yang 

menyatakan : 

http://www.suduthukum.com/search/label/gugatan
http://www.suduthukum.com/search/label/gugatan
http://www.suduthukum.com/search/label/gugatan
http://www.suduthukum.com/search/label/gugatan
http://www.suduthukum.com/search/label/gugatan
http://www.suduthukum.com/search/label/gugatan
http://www.suduthukum.com/search/label/gugatan
http://www.suduthukum.com/search/label/hukum
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“Gugatan bercap jempol yang tidak dilegalisir, berdasarkan 

Yurisprudensi bukanlah batal menurut hukum, tetapi selalu 

dikembalikan untuk dilegalisasi kemudian.” 

Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan itu merupakan bagian dari hukum 

perdata formil yang akan berakhir pada munculnya putusan hakim yang 

didasarkan pada pertimbangan hukum. 

Hakim dalam memberikan putusannya dapat memberikan putusan yang 

mengabulkan gugatan, menolak gugatan maupun putusan yang menyatakan 

gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), yang selanjutnya 

disingkat NO. Putusan NO adalah putusan yang menyatakan gugatan penggugat 

tidak dapat diterima, karena cacat formil. Salah satu hal yang menyebabkan 

gugatan mengandung cacat formil adalah gugatan mengandung error in persona, 

yang antara lain terjadi karena kekeliruan berupa diskualifikasi in person 

(Penggugat tidak memiliki legal standing), bisa juga gemis aanhoedanigheid 

(pihak yang ditarik menjadi tergugat keliru), dapat juga plurium litis conssortium 

(pihak yang ditarik menjadi penggugat atau tergugat tidak lengkap). Dalam hal ini 

hakim harus menjatuhkan putusan yang bersifat negatif yang menyatakan gugatan 

tidak dapat diterima. Putusan NO merupakan putusan akhir yang bersifat negatif. 

Salah satu bentuk putusan Hakim yang mengandung cacat formil yang 

dinyatakan NO adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara 
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perbuatan melawan hukum dengan perkara No. 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel antara 

PT. PERTAMINA PATRA NIAGA sebagai PENGGUGAT, 

berhadapan/berlawanan dengan PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA sebagai 

TERGUGAT dan ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG,S.E., sebagai 

TURUT TERGUGAT. 

Sengketa ini menyangkut Purchase Order (PO), selanjutnya disingkat PO, 

yang diterbitkan oleh tergugat dengan menggunakan kop/kepala surat dan cap 

tergugat untuk membeli High Speed Diesel (HSD), selanjutnya disingkat HSD, 

dengan No. PO : 004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18-19 Maret 2015 dari turut 

tergugat untuk dan atas nama tergugat berdasarkan surat keagenan turut tergugat 

dengan No. 018/DU-BAPP/SP/XII/2014 tertanggal 7 Desember 2014. Penggugat 

pun mengirimkan HSD sesuai surat pengantar pengirim No. DO : 

S/SBY/DMT/2015/C/1208 tertanggal 17 Maret 2015 sebesar 3.350.000 Liter (Tiga 

juta tiga ratus lima puluh liter) dengan nilai tagihan sebesar Rp. 25.542.075.000 

(Dua puluh lima milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu 

Rupiah), surat pengantar pengiriman No. DO : S/SBY/DMT/2015/C/1355 

tertanggal 19 Maret 2015 dengan jumlah HSD yang dikirimkan sebanyak 500.424 

Liter (Lima ratus ribu empat ratus dua puluh empat Liter) dengan total tagihan 

sebesar Rp. 3.815.483.000 (Tiga milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus 

delapan puluh tiga ribu Rupiah) dan surat pengantar pengiriman No. DO : 

S/SBY/DMT/2015/C/1356 tertanggal 19 Maret 2015 dengan jumlah HSD yang 
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dikirim sebanyak 650.788 (Enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh 

delapan Liter) dengan besar tagihan sebesar Rp. 4.961.933.000 (Empat Milyar 

sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) 

yang secara keseluruhan menimbulkan total tagihan senilai Rp. 34.319.491.000 

(Tiga puluh empat milyar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan satu 

ribu Rupiah). Sebagian dari tagihan tersebut telah dibayar oleh tergugat sebesar Rp 

4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah) sehingga total tagihan terutang sebesar Rp 

30.319.491.000 (Tiga puluh milyar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus 

sembilan puluh satu ribu Rupiah). Bahwa dalam pengihan sisa terutang tersebut 

penggugat telah mengajukan beberapa kali pengihan kepada tergugat dengan surat 

No. L9PPN340.343/2015/009 perihal tagihan jatuh tempo tertanggal 12 Mei 2015 

dan 3 (tiga) kali surat peringatan dalam pokoknya menagih tergugat untuk 

membayar dan melunasi Tagihan. 

Penolakan tergugat atas tagihan juga dipandang penggugat sebagai perbuatan 

(pasif) tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan : 

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang 

lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut.” 
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Penggugat pula meyakini tergugat melakukan kesalahan dan kekurang hati-

hatian dalam mengawasi turut tergugat yang hal ini diatur dalam Pasal 1366 

KUHPerdata yang berisi : 

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang 

disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang 

disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.” 

 Bahwa juga di dalam gugatannya menyatakan tanggung jawab tergugat atas 

tindakan turut tergugat sebagai wakil tergugat dalam surat keagenan dan sesuai 

yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata yang menentukan: 

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang 

disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang 

disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau 

disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. 

Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan 

oleh anak-anak yang dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap 

siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. 

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk 

mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang 

kerugian yang diterbitkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam 

melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. 

Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang 

disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu 

orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. 

Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua, wali, 

guru sekolah atau kepala tukang itu, membuktikan bahwa mereka 

masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan atas mana mereka 

seharusnya bertanggung jawab” 

Majelis Hakim dalam putusannya Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, 

menjatuhkan putusan NO dan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak 
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dapat diterima dengan dasar pertimbangan menerima eksepsi error in persona dari 

Tergugat dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara tersebut. 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya 

secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Hukum Terhadap 

Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Perkara 

Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan 

yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan Putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel mengenai perkara Perbuatan 

Melanggar Hukum dinyatakan tidak dapat diterima ?  

2. Apa akibat hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penggugat 

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 

740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel mengenai perkara Perbuatan Melanggar Hukum 

yang dinyatakan tidak dapat diterima ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan daripada penelitian yang dilakukan penulis adalah : 

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 

740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel mengenai perkara Perbuatan Melanggar Hukum 

yang menyebabkan Putusan dinyatakan tidak dapat diterima.  

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai akibat hukum dan 

upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penggugat terhadap Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel 

mengenai perkara Perbuatan Melanggar Hukum yang dinyatakan tidak dapat 

diterima. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada 

umumnya dan khususnya hukum acara perdata.  

b. Memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai gugatan tidak 

dapat diterima. 

c. Menambah dan memperkaya bahan referensi di bidang karya ilmiah serta 

dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis 

di masa yang akan datang. 
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b. Manfaat Praktis 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para 

pihak dalam perkara seperti hakim, advokat dan juga masyarakat mengenai 

gugatan tidak diterima dan memberikan informasi kepada masyarakat terlebih 

kepada para advokat dalam pembuatan surat gugatan untuk lebih 

memperhatikan isi gugatan agar tidak kabur maupun menarik pihak-pihak 

yang terkait dalam suatu perkara perdata. 

E. Ruang Lingkup 

Penelitian yang dilakukan penulis ini masuk kedalam ruang lingkup 

Hukum Perdata, terutama dalam Hukum Acara Perdata mengenai perkara perdata 

yang menyatakan bahwa suatu gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk 

Verklaard) dalam perkara perdata Perbuatan Melanggar Hukum Nomor 

740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dan akibat hukum serta upaya yang dapat dilakukan 

masyarakat maupun advokat dalam putusan perkara perdata yang tidak diterima. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran, teori, atau tesis mengenai suatu 

kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis 

yang disetujui ataupun tidak disetujui.13 Kerangka teori bertujuan untuk 

memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai 

sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel-variabel 

                                                           
13 M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80 
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permasalahan yang akan diteliti.14 Kerangka Teori yang akan digunakan penulis, 

adalah : 

1. Teori Pertimbangan Putusan Hakim 

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Ketentuan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum 

Republik Indonesia. 

Pada dasarnya, pengertian kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat 

dibagi dua, yaitu kebebasan hakim dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra 

yudisial, dan kebebasan hakim untuk melaksanakan tugas pokoknya. Dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya di peradilan, hakim adalah bebas, artinya 

hakim tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan atau campur tangan dari 

pihak atau kekuasaan manapun. Jaminan kebebasan hakim ini dikuatkan 

dengan memberikan sanksi pidana bagi orang yang melanggar ketentuan 

tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (3) UU Kekuasaan 

Kehakiman, bahwa bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan 

                                                           
14 Mardalis, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, 

hlm. 41 
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tersebut diancam dengan hukuman pidana.15 Tujuan dari kebebasan hakim 

dalam mengadili dan memutuskan perkara adalah agar pengadilan dapat 

menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan 

keputusan  yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Oleh karena 

itu, kebebasan hakim ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan.16 

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat 

dilakukan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, yang 

digunakan dalam putusan ini adalah :17 

a. Teori Keseimbangan 

Dimaksud dengan keseimbangan disini adalah antara syarat-syarat 

yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang 

tersangkut atau berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan 

terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan penggugat dan pihak 

tergugat. Dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban saat ini 

belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara-

perkara korupsi, perlindungan konsumen, lingkungan hidup. Salah satu 

kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada 

kepentingan korban, karena baik dalam hukum pidana materil maupun 

hukum pidana formil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur dalam 

                                                           
15 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan 

Antinomi dalam Penerapannya, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Vol. 23 

No.01, 2011, hlm. 62 
16 Ibid., hlm. 63 
17 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2005, hlm.105-112 
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mengenai perlindungan terhadap korban, hal itu adalah inisiatif sendiri dan 

bukan sebagian dari prose perkara. Dalam praktik, ada dua cara 

melindungi kepentingan korban, yaitu yang pertama, melakukan gugatan 

keperdataan atas dasar perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad), 

dan yang kedua, melakukan perdamaian dengan pelaku atau semata-mata 

karena uluran tangan pelaku. Salah satu penyebab tidak ada tempat bagi 

kepentingan korban, karena perkara pidana semata-mata dianggap sebagai 

perkara antara negara melawan pelaku dan korban bukan merupakan 

bagian, apalagi sebagai pihak dalam perkara pidana. 

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam 

praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang 

memberatkan dan peringankan penjatuhan putusan bagi Penggugat dan 

Tergugat, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang 

memberatkan, dan kepentingan dirumuskan pada hal-hal yang 

meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan 

tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya hukuman 

yang dijatuhkan. 

b. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum 
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dalam menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan 

pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan 

keadilan bagi para pihak yang berperkara. 

Teori pertimbangan putusan hakim digunakan untuk menjawab apa 

saja dasar pertimbangan hakim yang menghasilkan putusan Nomor 

740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tidak dapat diterima. 

2. Teori Pembuktian 

Suatu proses perkara perdata, Hakim (Majelis) yang memeriksa perkara 

memerlukan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yang menuntut 

hak dan kepentingan hukumnya maupun dari pihak yang 

menyangkal/membantah dari Tergugat yang juga berusaha mempertahankan 

dan membuktikan hak dan kepentingannya.18 

Para pihak yang masing-masing ingin mangajukan bukti-bukti untuk 

dirinya itu hanya mungkin dilakukan dengan cara pembuktian. Maksud dari 

“membuktikan” dari pihak Penggugat maupun Tergugat itu berarti, memberi 

fakta-fakta sebanyak-banyaknya dari para pihak tersebut guna keyakinan dan 

memberikan kesimpulan kepada Hakim ata kebenaran dalil-dalil tuntutannya 

sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan sebaliknya kebenaran dalil-dalil 

sangkalan/bantahannya dari Tergugat. Membuktikan berarti berkaitan dengan 

penyajian atau pengajuan fakta-fakta/fakta hukum dengan alat-alat bukti sah, 

                                                           
18 R. Soeparmono, Op.Cit., hlm. 111 
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baik dari Penggugat maupun Tergugat.19 

Pihak-pihak yang berperkara dalam memberikan melakukan pembuktian 

dan hakim yang mempimpin pemeriksaan perkara di persidangan, harus 

mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur 

tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta 

kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya. Hukum pembuktian ini 

termuat dalam HIR (Pasal 162 sampai dengan pasal 177), RBg (Pasal 282 

sampai dengan Pasal 314), Stb. 1867 Nomor 29 (tentang kekuatan pembuktian 

akta di bawah tangan), dan BW Buku IV (Pasal 1865 sampai dengan Pasal 

1945).20 

Bukti-bukti apa saja yang dapat dihaturkan di persidangan? Perihal 

tersebut dijawab oleh Pasal 164 HIR yang menyebutkan 5 macam alat-alat 

bukti, ialah :21 

1. Bukti surat; 

2. Bukti saksi; 

3. Persangkaan; 

4. Pengakuan; 

5. Sumpahan. 

Penelitian skripsi ini menggunakan teori pembuktian guna untuk 

                                                           
19 Ibid. 
20 Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Edisi Revisi, PT Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2013, hlm. 84 
21 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Op.Cit., hlm. 61 
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mengetahui hubungan antara alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan 

Tergugat dengan putusan Hakim yang menghasilkan putusan Nomor 

740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tidak dapat diterima. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode dalam arti harafiah berarti cara. Jadi, yang dimaksud dengan 

metode penelitian adalah cara mencari dan menemukan pengetahuan yang benar 

yang dapat dipakai untuk menjawab dan menyelesaikan serta mengantisipasi suatu 

masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah dengan 

menggunakan pendekatan penelitian normatif atau kepustakaan (library 

research), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan 

yang ada dalam masyarakat.22 

2. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang dipakai penulis adalah pendekatan undang-

undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan 

analitis (analytical approach). 

                                                           
22 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 105 
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a. Pendekatan Perundang-Undangan 

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan 

undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk 

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang 

dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-

Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah 

tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. 

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis 

dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari 

ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya 

mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang 

itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, 

peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan 

filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.23 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh 

peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan 

                                                           
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Prenadamedia Group, 

2005, hlm. 133-134 
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oleh hakim untuk sampai pada putusan-putusannya.24 Bertujuan mempelajari 

penerapan norma-norma atau kaidah yang dilakukan dalam praktek hukum. 

c. Pendekatan Analitis (Analytical Approcah) 

Maksud utama dari Pendekatan analisis terhadap bahan hukum 

adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang 

digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus 

mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum. hal ini 

dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha 

memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang 

bersangkutan. Kedua, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek 

melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.25 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas 

analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah 

hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis. Misalnya, konsep 

yuridis tentang subyek hukum, obyek hukum, hak milik, perkawinan, 

perjanjian, perikatan, hubungan kerja, jual beli, wanprestasi, perbuatan 

melanggar hukum, delik dan sebagainya.26 

 

                                                           
24 Ibid., hlm.158 
25 Johnny Ibrahim,  Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-6, 

Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 310 
26 Ibid., hlm. 311 
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3. Bahan Penelitian Hukum 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan 

dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.27 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritarif, 

artinya mempunyai otoritas pembuatan pengaturan dan mengikat secara 

hukum. Bahan hukum primer teridiri dari peraturan perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan 

dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti pada skripsi ini,antara lain : 

a. HIR (Het Herzine Indonesich Reglement), 

b. RBg (Rechtreglement voor Buitegewesten), 

c. KUH Perdata, 

d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 

740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel 

 

 

                                                           
27 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 160 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan bahan hukum primer28 yang dapat digunakan dalam menganalisis 

dan memahami bahan hukum primer meliputi dokumen, karya tulis ilmiah 

maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan 

penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tertier adalah bahan hukumm yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.29 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode 

pengumpulan data yang dipakai adalah: Studi Kepustakaan dan Studi 

Dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder 

yang berkaitan dengan kebijakan hukum perdata terutama hukum acara perdata 

khususnya mengenai gugatan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). 

 

 

                                                           
28 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 15 
29 Amirudin dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2003, hlm 32 
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Metode yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penelitian 

yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mengungkapkan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang 

menjadi objek penelitian.30 

6. Penarikan Kesimpulan 

Penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan 

berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir 

pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.31 

                                                           
30 Zainuddin Ali, Loc.Cit. 
31 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, 

hlm.10 
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